
------------- 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pemb_entukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Sl56 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisrne [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ·:. 1. Mengingat 

b. 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 pcrlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; , . 
bahwa'berdasarkan-pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

a. Menimbang 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR as TAHUN 2016 

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA " 

BUPATI SIMALUNGUN, 

PROVINS! SUMATERA UTARA 
BUPATI SIMALUNGUN 



3. Undang-Undang Nemer '.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Ber sih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4 ... Undang-Undang Non10_r- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209_3 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik IndoriesiaTahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400): 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara , 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang' Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbakan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undarig Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan (Lernbaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagairnana teiah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undai:ig nomor 23 
Tahun 2014 teritang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan 
Lernbaran Nezara.Rerniblik Indonesia Nornor 5589): 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

.. Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenfang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pernerin tah Nomor 23 Talrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 

-s ' 

·,~·· . 



·---·-· - - - --·----·-· 

l 4. Perat.urari ?eI111.::1 iut~h Nornor 24 Tahun 2005 tcntang Stander Akuritansi Pcmerint= h (LPm ba ra n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemeiintah Nornor 54 Tahun 2005 tentan~ Pinjaman Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005,Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006"tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalarn' Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 'tenta1;0g Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
--~---·· Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

. . . ,...... ----- - ' . 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tah un 2006 Nomor 1 
Seri D Nomor l); 

25. Peraturan Daerah Nornor 7_ Tahun 2008 tcntang Pokck-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D'Nomor 6); 

26. Peraturan DR<=!rn}:1 Nomor 17 Tahun 200~ tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentring Perubahan Keempat·Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun [Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalunzun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 

·-·-··- --·- ---- 



J. R. SARAGIH 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Ditetapkan di . · Pama tang Raya 
pada tanggal :2. Desember 2016 

Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. 

· Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

f 
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal ~ tercantum dalam Lampiran LPeratur.an Bupati ini. ,, 

Pasal 3 

Pasal 2 

.57.993 .. 102.101,66 
(0,00) 

Rp. 
Rp. 

45.275.410.257, 11 Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan 

140.182.005.730,00 
(94.906.595.472,89) 

Rp. 
Rp. 

b. Pengeluaran 
1) Semula · 
2) Berkurang . 

I 103.068.512-.358,77 Rp. 2) Bertambah 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 103.268.512.358,77 Rp. 


